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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan berdasar
pada hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia
No0.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia No. 0543 b/U/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk
menulis kata-kata Arab yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia.
Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia adalah
sebagaimana terlihat dalam kamus atau Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI).

e Konsonan
Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian
dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda,
dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.
Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf arab | Nama Huruf latin Nama
: Tidak
i . b :
Alif l'idak dilambangkan dilambangkan
< Ba B Be
O Ta T Te
& sa s es (dengan titik di
atas)
z Jim J Je
ha (dengan titik di
< o H bawah)
z Kha Kh ka dan ha
N Dal D De
4 Zal > zet (dengan titik di
atas)
Ra R Er
D Zai Z Zet
Sin S Es




Huruf arab | Nama Huruf latin Nama
A Syin Sy es dan ya
e Sad 5} es (degg::aal)tlk di
U Dad d} de (deggjvr;:ll)tlk di
te (dengan titik di
- e t} ( b%wah)
. zet dengan titik di
= “ 2 bgwah)
¢ ‘4in . koma terbalik (di
atas)
a Gain G Ge
s Fa F Ef
S Qaf Q Ki
él Kaf K Ka
dJ Lam L El
o Mim M Em
8] Nun N En
9 Wau w We
° Ha H Ha
2 Hamzah ] Apostrof
S Ya Y Ya
e \VVokal
VOKAL VOKAL RANGKAP | VOKAL PANJANG
TUNGGAL
| =a | ¢ = ai =3
=i sd=au $)=1
'=u =1
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1. Ta Marbutah
Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/
Contoh:
e sl ye = Jamilah mar’
Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/
Contoh:
icbld = fatimah
2. Syaddah (tasydid, geminasi)
Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama
dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:
W ) = rabbana
2V = al-birr

3. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh ‘“huruf syamsiyah”
ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti
dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti
kata sandang itu.

Contoh:
ol = asy-syamsu
daJV =ar-rajulu
suull = as-sayyidah

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qgamariyah”
ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti
terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda
sempang.

Contoh:
sl =al-gamar
&Sl =al-bad?’
Al = al-jalal

4. Huruf Hamzah
Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan.
Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di
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akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikandengan apostrof / “ /.
Contoh:
& el = umirtu

s = syai’un
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ABSTRAK

Satria  Budiman, (1220103), 2025, “KARAKTERISTIK
PENALARAN HUKUM HAKIM DALAM PENERAPAN UANG
PAKSA (DWANGSOM) (Studi Perbandingan Putusan Pengadilan
Agama Tangerang Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Tng dengan Putusan
Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.PI)).
Skripsi Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah Pembimbing
Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

Penelitian ini mengkaji karakteristik penalaran hukum hakim
dalam menetapkan uang paksa (dwangsom) dalam perkara wanprestasi
di lingkungan Pengadilan Agama, dengan fokus pada perbandingan dua
putusan vyaitu Putusan Pengadilan Agama Tangernag Nomor
22/Pdt.G/2020/PA.Tng dengan Putusan Pengadilan Agama Pulau
Punjung Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.Plj. Dwangsom merupakan sanksi
tambahan berupa denda harian yang dikenakan kepada pihak tergugat
apabila lalai melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum
tetap. Tujuan dari dwangsom adalah memberikan tekanan psikologis
agar pihak tergugat menjalankan kewajiban hukumnya secara sukarela.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan
pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan
konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan
perundang-undangan, yurisprudensi, serta literatur hukum terkait
dwangsom. Penalaran hukum dianalisis menggunakan pendekatan
logika deduktif dan induktif, serta model IRAC (Issue, Rule, Analysis,
Conclusion) sebagai kerangka analisis argumentasi hukum. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam
pertimbangan hukum hakim. Dalam Putusan Pengadilan Agama
Tangerang Nomor : 22/Pdt.G/2020/PA.Tng, hakim menolak
permohonan dwangsom dengan alasan bahwa pokok perkara berupa
pembayaran uang tidak dapat disertai dengan tuntutan dwangsom
menurut ketentuan Pasal 61la Rv. Sebaliknya, dalam Putusan
Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor : 2/Pdt.GS/2022/PA.PlIj,
hakim mengabulkan dwangsom dengan menetapkan nilai yang lebih
rendah dari yang dimohonkan, berdasarkan penilaian atas kondisi
tergugat dan efektivitas dwangsom sebagai sarana eksekusi.
Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penalaran hukum
hakim dalam menetapkan dwangsom sangat dipengaruhi oleh
pemahaman terhadap asas-asas hukum acara, logika yuridis, serta
pertimbangan faktual yang konkret. Perbedaan ini menunjukkan masih
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adanya disparitas dalam praktik penegakan hukum di pengadilan agama
terkait dwangsom, sehingga diperlukan panduan yuridis yang lebih
eksplisit untuk menjamin konsistensi, kepastian hukum, dan
perlindungan hak para pihak.

Kata Kunci: Penalaran hukum, dwangsom, wanprestasi, Pengadilan
Agama, eksekusi putusan, perbandingan putusan.
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ABSTRACT

Satria Budiman, (1220103), 2025, “THE CHARACTERISTICS OF
JUDGES’ LEGAL REASONING IN THE APPLICATION OF
DWANGSOM (COERCIVE PENALTY)” (A Comparative Study of the
Decision of the Religious Court of Tangerang No.
22/Pdt.G/2020/PA.Tng and the Decision of the Religious Court of
Pulau Punjung No. 2/Pdt.GS/2022/PA.Plj). Undergraduate Thesis,
Faculty of Sharia, Islamic Economic Law Study Program. Supervisor:
Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

This research examines the characteristics of judicial legal
reasoning in the determination of dwangsom (compulsory fines) in
breach of contract cases within the Religious Courts jurisdiction,
focusing on a comparative analysis of Decision No.
22/Pdt.G/2020/PA.Tng and Decision No. 2/Pdt.GS/2022/PA.PIj.
Dwangsom refers to a daily monetary penalty imposed on the defendant
for failing to comply with a final and binding court judgment, aimed at
psychologically pressuring the losing party to fulfill their legal
obligations voluntarily. The study employs a normative juridical
method using statutory, case, and conceptual approaches. Legal
materials include statutory regulations, Supreme Court jurisprudence,
and doctrinal legal literature on dwangsom. The judges’ legal
reasoning is analyzed using both deductive and inductive logic,
supported by the IRAC model (Issue, Rule, Analysis, Conclusion) to
structure legal arguments and conclusions. The findings indicate a
significant difference in judicial reasoning. In Decision No.
22/Pdt.G/2020/PA.Tng, the court rejected the dwangsom request on the
grounds that monetary claims cannot be accompanied by dwangsom,
referring to Article 611a of the Rv (Reglement op de Rechtvordering).
In contrast, Decision No. 2/Pdt.GS/2022/PA.Plj granted dwangsom,
although the judge reduced the requested amount, taking into account
the defendant's financial capacity and the role of dwangsom as an
effective enforcement mechanism. The study concludes that judges'
reasoning in applying dwangsom is heavily influenced by their
interpretation of procedural principles, legal logic, and factual
considerations. These disparities in judicial decisions highlight the
need for clearer legal guidelines to ensure consistency, legal certainty,
and the equitable enforcement of judicial rulings within the Religious
Court system.
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Keywords: Legal reasoning, dwangsom, breach of contract, Religious
Court, judgment enforcement, case comparison.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penanganan suatu perkara dikenal istilah sanksi atau hukuman,
yang memiliki arti sebagai respon atas perbuatan seseorang yang
melanggar atau tidak menjalankan ketentuan, baik berupa hukum,
tata-tertib, atau pun perintah sehingga patut menanggung risiko yang
ada.! Umumnya sanksi atau hukuman di ranah hukum sendiri bisa
berupa bermacam hal, mengingat sanksi diberikan dengan tujuan
menjadi pengendali sosial dalam masyarakat sehingga ketertiban
dapat terlaksana.

Bentuk sanksi hukum bermacam-macam. Namun, dalam
rumpun hukum perdata, terutama di pengadilan, dikenal suatu istilah
sanksi yang dijatuhkan kepada pihak terhukum, yaitu “vang paksa”
atau dwangsom. Uang paksa atau dwangsom sendiri bisa diartikan
sebagai hukuman tambahan yang berupa sejumlah uang yang
ditetapkan di dalam amar putusan yang dibebankan kepada pihak
terhukum untuk dibayar setiap kali pihak terhukum tidak
melaksanakan hukuman pokok yang ada di dalam putusan.? Dengan
kata lain, adanya dwangsom dalam putusan bertujuan untuk
menertibkan yang terhukum dan menjadi tekanan psikis akan
dilaksanakannya hukuman yang ada di dalam putusan tersebut
dengan suka rela.

Uang Paksa (dwangsom) sering kali terdapat dalam hampir
setiap litigasi di pengadilan, khususnya dalam perkara perdata
wanprestasi (ingkar janji). Tuntutan dari adanya uang paksa
(dwangsom), akan diajukan dalam putusan sela atau putusan akhir.
Jika tergugat gagal untuk sepenuhnya melaksanakan hukuman
utama, ada hukuman tambahan yang dikenal sebagai uang paksa

1 C.S.T Kansil, Pengantar IImu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta:

Balai Pustaka, 1989), 38.

2 Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia: Teori,
Praktik, Teknik Membuat dan Pembahasannya, (Bandung: Citra Aditya Abadi,
2009), 70.
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(dwangsom). ® Penggugat dapat mengajukan tuntutan tambahan
dalam gugatan bagian petitum, khususnya dalam bentuk tuntutan
uang paksa (dwangsom), yang pada dasarnya mengandung atau
mengandung untuk menghukum tergugat setiap hari atas
keterlambatan atau kegagalan untuk mematuhi ketentuan putusan
dengan membayar sejumlah uang tertentu.*

Pelaksanaan dwangsom dalam tata hukum acara perdata
Indonesia didasarkan atas Rv. (Reglement op de Rechtvordering)
yang terdapat dalam pasal 606 a dan 606 b, yang menyatakan
dwangsom hanya dapat diadakan kepada putusan perkara yang
dalam eksekusinya mengandung segala hukuman selain hukuman
kepada pihak terhukum untuk membayar sejumlah uang.® Walau
memang Rv. (Reglement op de Rechtvordering) tidak lagi dijadikan
landasarn hukum, tapi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah
Agung Nomor: 38 K/SIP/1967 pada tanggal 7 Mei 1967, yang
menyatakan, karena dwangsom sebagai unsur Rv. (Reglement op de
Rechtvordering) tidak dibahas spesifik di dalam Herzien Inlandsch
Reglement (HIR) dan tidak juga menyalahinya, maka dari itu patut
dipraktikkan di dalam hukum acara perdata Indonesia.

Dikarenakan tidak adanya undang-undang yang secara khusus
membahas praktek dwangsom dalam putusan hakim pengadilan
agama, maka pada praktiknya dwangsom juga diamarkan di
putusan-putusan dalam pengadilan agama,. Karena hal tersebut,
akhirnya mengharuskan pelaksanaan dwangsom untuk mengikuti
tatanan hukum acara perdata umum, yang tertera dalam Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 54 tentang Peradilan Agama.

Dilihat dari pengadilan agama di Indonesia, ada beberapa
pengadilan yang menangani perkara ekonomi syariah mengenai
wanprestasi yang didalam gugatannya mencantumkan tuntutan
tambahan yakni berupa uang paksa (dwangsom), dari sejumlah

% Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan
Agama (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005), 438.

4 Ade Darmawan, Implementasi Pelaksanaan Dwangsom (Uang Paksa) Dalam
Gugatan Perdata, (El-Igthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2019), 70 — 79.

5 Lilik Mulyadi, Tuntutan Uang Paksa Dalam Teori Dan Praktek (Jakarta:
Djabatan, 2001). 80.
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pengadilan agama, antara lain Pengadilan Agama Tangerang dan
Pengadilan Agama Pulau Punjung dalam putusan Nomor :
22/Pdt.G/2020/PA.Tng, dan 2/Pdt.GS/2022/PA.PlIj.

Penggugat mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Pulau
Punjung dengan Nomor : 2/Pdt.GS/2022/PA.Plj. Perkara yang
diajukan oleh penggugat pada pokoknya tentang wanprestasi pada
akad murabahah No. 5404200030134M yang dibuat tepat pada hari
Selasa, 31 Maret 2020 yang terjadi antara Felix Ciptaidi Nugroho
selaku Direktur PT. Mandala Multifinance, Tbk. Selaku penggugat
dengan Jozi Welta selaku pihak tergugat, menyatakan tergugat gagal
memenuhi komitmennya untuk membayar pembayaran berdasarkan
Akad Murabahah No. 5404200300134M, yang dibuat pada 31 Maret
2021.8

Penggugat dalam gugatannya memohon agar tergugat
dihukum dengan dengan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar
Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan
tergugat dalam melaksanakan putusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum tetap (inkracht von gewijsde). Akan tetapi, Majelis
Hakim menetapkan agar putusan mengenai kewajiban tergugat harus
dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom), maka
sepatutnya adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari apabila
tidak menjalankan putusan atau kewajibannya.

Selanjutnya pada putusan Nomor : 22/Pdt.G/2022/PA. Tng.
penggugat mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Agama
Tangerang. Perkara yang diajukan oleh penggugat pada pokoknya
tentang wanprestasi pada akad ljarah Multijasa Nomor 7351905008
yang dibuat pada hari Selasa, 14 Mei 2019 yang terjadi antara
Direktur PT. BFI Finance Indonesia, Tbk. selaku penggugat dengan
H. Sayid Fahmi selaku tergugat 1 dan Novia Muliyawati Syamsiah,
S.T. selaku tergiugat Il. Amar putusannya menyatakan pada tanggal
14 Mei 2019 telah terjadi pelanggaran terhadap Akad Pembiayaan
Syariah ljarah Multijasa Nomor 7351905008 atau tergugat | dan
tergugat 11 telah melakukan ingkar janji (wanprestasi).” Penggugat

& Putusan PA Pulau Punjung Nomor : 2/Pdt.GS/2022/PA.Pl].
" Putusan PA Tangerang Nomor : 22/Pdt.G/2022/PA.Tng.



dalam gugatannya meminta agar tergugat dihukum dengan
membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 250.000 (dua ratus
lima puluh ribu rupiah) per hari atas keterlambatan terdakwa dalam
melaksanakan putusan pengadilan yang mempunyai kuasa hakim
tetap (inkracht von gewijsde). Namun majelis hakim menolak
mengambil keputusan mengenai kewajiban tergugat.

Pelaksanaan putusan uang paksa (dwangsom), sering kali
penggugat kurang mendapat perhatian karena hakim menetapkan
dwangsom secara singkat dan tidak argumentatif. Banyak hakim
mengabaikan pengabulan dwangsom, terutama terkait penundaan
pelaksanaan putusan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang
bagaimana hakim menggunakan penalaran hukum dalam putusan,
khususnya pada Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor
22/Pdt.G/2020/PA.Tng dan Putusan Pengadilan Agama Pulau
Punjung Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.PIj. Studi ini bertujuan meneliti
perbedaan penalaran hakim melalui logika deduktif, yaitu dengan
dasar hukum seperti Pasal 195 HIR dan prinsip peradilan cepat dan
sederhana, serta logika induktif berdasarkan fakta konkret seperti
kerugian penggugat dan ketidakpatuhan tergugat.

Dilihat dari permasalahan di atas, ada sesuatu yang menarik
untuk diteliti dan ditelaah. Penulis ingin mengkaji permasalahan ini
lebih lanjut, yang kemudian dituangkan dalam karya tulis ilmiah
yang berupa skripsi dengan judul “Karakteristik Penalaran
Hukum Hakim Dalam Penetapan Uang Paksa (Dwangsom)
(Studi Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Tangerang
Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Tng dengan Putusan Pengadilan
Agama Pulau Punjung Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.Plj)”

. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan karakteristik penalaran hukum hakim
dalam menetapkan uang paksa (dwangsom) pada putusan
wanprestasi?

2. Bagaimana akibat hukum penetapan uang paksa yang
dikabulkan dan ditolak oleh hakim?



C. Tujuan Penelitian

1.

Menjelaskan perbandingan karakteristik penalaran hukum
hakim dalam menetapkan uang paksa pada putusan
wanprestasi.

. Menjelaskan akibat hukum dari penetapan uang paksa yang

dikabulkan dan ditolak oleh hakim.

D. Kegunaan Penelitian

1.

Secara Teoritis

Terkait dengan uang paksa (dwangsom) dalam situasi
ekonomi syariah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
saran untuk mengembangkan hukum ekonomi syariah pada
umumnya dan hukum acara perdata pada khususnya.
Secara Praktis

Secara khusus penelitian ini dimaksudkan untuk
membantu hakim dalam menentukan uang paksa (dwangsom)
dalam perkara ekonomi syariah di pengadilan agama dengan
memberikan gagasan sebagai bahan kajian untuk penelitian
selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

E. Kerangka Teoritik

1.

Teori Penalaran Hukum Hakim (Legal Reasoning)

Penalaran hukum adalah penerapan prinsip-prinsip
berpikir lurus (logika) dalam memahami prinsip, aturan, data,
fakta, dan proposisi hukum. Logika dipahami secara lebih
sempit yakni sebagai ilmu tentang penarikan kesimpulan secara
valid dari berbagai data, fakta, persoalan, dan proposisi hukum
yang ada. Istilah penalaran hukum (legal reasoning) sejatinya
tidak menunjukkan bentuk penalaran lain diluar logika,
melainkan penerapan asas-asas berpikir dari logika dalam
bidang hukum itu sendiri, dalam arti ini tidak ada penalaran
hukum tanpa logika (sebagai ilmu tentang kaidah berpikir yang
tepat dan valid) tidak ada penalaran hukum diluar logika.
Penalaran hukum dengan demikian harus dipahami dalam



pengertian ‘penalaran (logika) dalam hukum.®

Karakteristik penalaran hukum terdiri dari 2 hal yang
digunakan : Pertama, penggunaan kaidah logika baik deduktif
maupun induktif. Kedua menggunakan system hukum yang
berlaku dan ditaatinya prosedur hukum dipengadilan.

2. Konsep Uang Paksa (dwangsom)

Dwangsom, yang dalam bahasa Belanda berarti uang
paksa, adalah akar kata tersebut. Uang paksa dalam konteks ini
adalah sanksi moneter yang ditetapkan oleh pengadilan yang
harus diberikan kepada salah satu pihak apabila tidak
memenuhi syarat-syarat hukuman pokok.

Secara garis besar, Harifin Tumpa memaparkan, bahwa
uang paksa merupakan sejumlah uang yang diminta oleh pihak
penggugat untuk dikabulkan oleh hakim dan dibebankan
kepada pihak terhukum setiap kali pihak terhukum lalai dalam
memenuhi hukuman pokok yang ada di amar putusan.
Dwangsom pun juga dimaksud untuk mendorong terhukum
menunaikan hukumannya tepat waktu.®

Abdul Manan juga mengklarifikasi hal yang sama. Jika
dwangsom adalah tuntutan tambahan (subsidair) yang diajukan
oleh penggugat terhadap tergugat dalam bentuk sejumlah uang
tertentu, putusan hakim akan menentukan bahwa pihak yang
bersalah wajib membayarnya dalam hal hukuman utama tidak
diselesaikan oleh pihak terpidana.®®

Presentasi para ahli tentang dwangsom serupa karena
keduanya menyatakan bahwa jika hukuman utamayang bukan
pembayaran sejumlah uang tertentu tidak terpenuhi, pengadilan
akan menjatuhkan hukuman tambahan pada terdakwa, yang
dikenal sebagai dwangsom, atas permintaan penggugat. Konsep
dwangsom, yang merupakan semacam paksaan psikologis untuk

8 Urbanus Ura Weruin, “Logika, Penalaram, dan Argumentasi Hukum”, Jurnal
Konstitusi 14, no.2 (2017): 381, https://doi.org/10.31078/jk1427.

® Harifin Tumpa, Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) Dan
Implementasinya Di Indonesia (Jakarta: Pranda Media Group, 2010), 18.

10 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan
Agama (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005), 438 — 439.
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membuat yang bersalah ingin melaksanakan hukuman mendasar,
kemudian ditambahkan.

F. Penelitian Yang Relevan

Sundari Arum Kusumawati (2023), meneliti tentang “Dasar
Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jaksel Dalam Memutuskan
Uang Paksa (Analisis Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2020/PA.Js)”.
Berdasarkan penelitian ini, dapat dikatakan bahwa hakim membuat
putusan yang jelas saat memutuskan hukuman dwangsom, yaitu
menyetujui  gugatan  dari  penggugat. Pengadilan telah
mempertimbangkan sejumlah faktor, seperti: 1) Pihak yang mencari
hukuman adalah orang yang secara khusus mencarinya secara
tertulis dalam surat gugatan. 2) Dwangsom diajukan bersamaan
dengan kalimat utama daripada selalu diajukan secara terpisah. 3)
Hukuman utama membayar sejumlah uang tertentu tidak dapat
diterapkan bersamaan dengan hukuman dwangsom. 4) Karena
terpidana tidak miskin dan tidak bangkrut, maka ia tidak mampu
membayar sejumlah uang yang diperintahkan pengadilan. 5)
Dwangsom adalah obat yang efektif untuk masalah saat ini.
Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian
sebelumnya antara lain adalah dimasukkannya putusan pengadilan
terkait hipotesis dwangsom. Penelitian yang akan dilakukan berbeda
karena tujuan analisis penelitian tidak dibatasi pada satu pilihan saja.

Ainun Naifah (2021), meneliti tentang “Analisis Putusan
Terkait Dwangsom dalam Kasus Hadhanah (Studi Kasus Nomor
Perkara: 0238/Pdt.G/2016/PA.Pas. Berdasarkan temuan penelitian
ini, pihak yang kalah dalam suatu sengketa pengadilan (Contetiosa)
yang telah diputus dan dapat berlaku tetap (inkracht) wajib
melaksanakan putusan tersebut dengan bebas. Jika pihak yang kalah
menolak untuk melaksanakan putusan secara bebas, maka pihak
yang menang dapat meminta eksekusi. Cara-cara penerapan
dwangsom di Pengadilan Agama antara lain: jumlah dwangsom tidak
berhubungan dengan tuntutan pembayaran sejumlah uang tertentu;
tuntutan dwangsom didasarkan pada posita yang jelas, serta tuntutan
jelas dan tegas yang diungkapkan. Studi ini memiliki kesamaan



dengan peneliti, yitu termasuk putusan Pengadilan Agama dalam
teori dwangsom. Namun, subjek penelitian yang akan diselidiki
berbeda. Dalam Keputusan Nomor: 0238/Pdt.G/2016/PA,
merupakan kasus hadhanah, penelitian yang mengangkat pokok
bahasan dwangsom. Peneliti akan menggunakan kasus wanprestasi
di Pengadilan Agama mempertimbangkan perintah hakim dalam
memutuskan dwangsom dalam perkara ekonomi syariah.

Bambang Heriyanto (2021), mengkaji tentang “Tinjauan
Yuridis Implementasi Uang Paksa (Dwangsom) Di Peradilan Tata
Usaha Negara”. Menurut temuan penelitian, uang paksa, juga
dikenal sebagai dwangsom, adalah sejumlah uang yang diputuskan
oleh pengadilan dan diterapkan pada pihak yang tergugat jika
mereka gagal menjalani hukuman hakim. Uang paksa digunakan
sebagai alat instrument eksepsi untuk menjaga eksekusi putusan.
Uang paksa adalah taktik psikologis yang digunakan untuk memaksa
korban secara sukarela mengikuti putusan. Dwangsom bekerja lebih
baik sebagai tindakan koersif ketika diterapkan pada rekening bank
individu pejabat yang menghadapi konsekuensi karena mengikuti
putusan. Jumlahnya sedemikian rupa sehingga, jika tergugat gagal
mematuhi hukuman segera, itu dapat dihapus dari aset atau
propertinya. Namun, ada batasan jumlah yang secara psikologis
dapat memaksa terpidana untuk mengikuti putusan. Penelitian
tersebut memiliki persamaan dengan peneliti yang akan teliti yaitu
pandangan yuridis terhadap uang paksa (dwangsom). Adapun yang
membedakan yaitu objek penelitiannya, dalam penelitian tersebut
meneliti penerapan dwangsom yang ada di Pengadilan Tata Usaha
Negara. Sedangkan yang akan peneliti teliti lebih lanjut terkait dasar
pertimbangan hukum dwangsom pada perkara ekonomi syariah.

Berdasarkan uraian diatas dalam penelitian terdahulu yang
relevan telah menjadi titik acuan untuk peneliti dalam menganalisis
dan melakukan penelitian yang membawa kebaharuan kedepanya.
Kebaharuan peneliti yang diharapkan adalah berfokus pada analisa
karakteristik penalaran hukun hakim dalam penerapan uang paksa
(dwangsom) pada putusan wanprestasi Nomor
22/Pdt.G/2020/PA.Tng dan  Nomor  2/Pdt.GS/2022/PA.PlIj.
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Kebaruan yang demikian diharapkan memberikan jawaban bagi
peneliti atau masyarakat yang berkaitan dengan penelitian ini.

G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.
Penelitian yuridis membahas pada apek-aspek hukum
berdasarkan peraturan dalam perundang-undangan, sedangkan
penelitian normatif adalah studi tentang norma-norma hukum dan
doktrin hukum untuk mengatasi tantangan hukum yang ada pada
saat ini.*t

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-
undangan (statue approach), seseorang harus terlebih dahulu
menganalisis semua hukum dan peraturan yang berlaku.? Karena
berbagai standar hukum akan menjadi subjek penelitian dan fokus
utamanya.'

Pendekatan konseptual bisa diartikan sebagai metode yang
menyimpang dari teori dan sudut pandang yang tumbuh dalam
bidang ilmu hukum untuk mengidentifikasi konsep, pemahaman,
dan prinsip yang berkaitan dengan hukum dan menggunakannya
sebagai landasan untuk membangun argumen hukum dalam
rangka menyelesaikan sengketa hukum.*

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus
digunakan untuk menguji bagaimana peraturan hukum atau
norma hukum yang diterapkan. Strategi semacam ini biasanya
diterapkan pada kasus-kasus yang telah diputuskan. Kasus-kasus
ini bersifat empirik, tetapi dapat diperiksa dalam studi normatif

11 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media
Grup, 2005). 35.

12 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media
Grup, 2005). 133

13 Johny lbrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang:
Bayu Publishing, 2006). 302

14 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media
Grup, 2005), 135-136
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untuk mendapatkan pemahaman umum tentang bagaimana
komponen norma dari aturan hukum mempengaruhi praktik
hukum, dan temuan analisis dapat digunakan untuk
menginformasikan interpretasi hukum.s

. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang
mempunyai autoritatif, seperti catatan-catatan resmi atau
risalah dalam pembuatan suatu rancangan peraturan
perundang - undangan, peraturan dalam perundang-undangan,
dan putusan hakim.*¢ Berikut ini bahan hukum primer yang
digunakan pada skripsi ini yakni :

1) Rv. Reglement op de Rechtvordering Pasal 606 a dan 606
b Rv.

2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 54 tentang
Peradilan Agama.

3) Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan
Atas Undang — Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama.

4) Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang — Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama.

5) Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38 K/SIP/1967
tanggal 7 Mei 1967.

6) Putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor :
2/Pdt.GS/2022/PA.PIj.

7) Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor
22/Pdt.G/2020/PA.Tng.

b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder, terdiri dari semua publikasi
tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen

15 Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan

Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 321.

16 Lila Pangestu Hadiningrum, Metode Penelitian Sebuah Pengantar Disiplin

Keilmuan (Magelang: Ahli Media Press, 2021). 110
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resmi.*” Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan dan
menganalisis literasi sastra dalam bentuk buku, jurnal, artikel,
atau berita tentang dwangsom di peradilan agama sebagai
sumber sumber daya pendukung hukum yang menjelaskan
materi hukum dasar.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier yaitu bahan yang diperoleh dari
bahan non-hukum yang berhubungan dengan apa yang akan
diteliti dan bisa dikatakan perlu dalam menyusun suatu
penelitian. Sebagai bahan-bahan pelengkap yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer
maupun bahan hukum sekunder.*®
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini melalui
dokumentasi, vyaitu proses pengumpulan informasi dan
pencatatan file atau jurnal yang sesuai dengan materi yang sedang
diteliti.® Selain itu, penulis mengumpulkan bahan hukum melalui
teknik penelitian perpustakaan, yang meliputi memeriksa dan
mengevaluasi keputusan pengadilan, yurisprudensi terkait
dwangsom, hukum dan peraturan, dan bahan sastra lainnya
seperti buku, jurnal, dan artikel tentang pertimbangan hakim
dalam menentukan uang paksa (dwangsom).
5. Teknik Analisis Bahan Hukum
Setelah data yang terkumpul, tahap selanjutnya adalah
tahap analisis. Penulis menggunakan teknik analisis bahan hukum
dengan menggunakan metode analisis perspektif yang
memberikan justifikasi atas temuan penelitian berdasarkan
penalaran hukum dan logika. Tujuan dari argumen ini adalah
untuk menyajikan sudut pandang atau evaluasi terkait apa yang

17 Johnny Ibrahim , “Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif’, (Malang
: Banyumedia, 2006), 181.

18 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2016).

1% Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas
Indonesia, 1986). 66.
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salah atau benar berdasarkan kejadaian yang relevan berdasarkan
temuan penelitian atau sesuai dengan fakta di lapangan.?

H. Sistematika Penulisan
BAB I, terdiri dari pendahuluan, menjelaskan terkait latar belakang
suatu masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian serta kegunaan
penelitian, dilanjutkan dengan kerangka teoritik, penelitian yang
relevan, metode penelitian, sistematika penulisan, daftar pustaka.

BAB I, terdiri dari kerangka teori, yang menjelaskan mengenai
teori penalaran hukum hakim (legal reasoning), dan konsep uang
paksa (dwangsom).

BAB IIl, terdiri dari gambaran. umum, membahas tentang
perbandingan karakteristik penalaran hukum hakim dalam
penetapan uang paksa (dwangsom) pada Putusan Pengadilan Agama
Tangerang Nomor : 22/Pdt.G/2020/PA.Tng dengan Putusan
Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor : 2/Pdt.GS/2022/PA.Plj.

BAB 1V, terdiri dari pembahasan, yang berisi tentang akibat hukum
penetapan uang paksa dalam putusan wanprestasi pada Putusan
Pengadilan Agama Tangerang Nomor : 22/Pdt.G/2020/PA.Tng
dengan Putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor :
2/Pdt.GS/2022/PA.Plj.

BAB V, terdiri dari penutup, yang berisi kesimpulan serta saran
terkait dengan masalah yang diteliti.

20 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media
Grup, 2005). 40



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perbandingan karakteristik penalaran hukum hakim dalam dua
putusan terkait penerapan uang paksa (dwangsom) menunjukkan
adanya perbedaan pendekatan antara kehati-hatian normatif dan
pendekatan eksekutorial. Putusan Pengadilan Agama Tangerang
Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Tng, hakim menolak permohonan
dwangsom dengan alasan perkara hanya menyangkut tuntutan
uang, yang menurut Pasal 61la Rv tidak dapat dikenakan
dwangsom. Pendekatan ini mencerminkan kehati-hatian normatif
dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum acara. Sebaliknya,
dalam Putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor
2/Pdt.GS/2022/PA.Plj, hakim  mengabulkan  permohonan
dwangsom, namun dengan mempertimbangkan kemampuan
tergugat dan menyesuaikan nominalnya secara proporsional.
Dwangsom dalam perkara ini ditujukan tidak hanya untuk
pelunasan kewajiban, tetapi juga untuk penyerahan objek
kendaraan, menunjukkan pendekatan eksekutorial yang
berorientasi pada efektivitas pelaksanaan putusan.

2. Akibat hukum dari penetapan uang paksa (dwangsom) dalam dua
putusan wanprestasi menunjukkan perbedaan mendasar
berdasarkan sifat objek sengketa dan pertimbangan keadilan.
Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor
22/Pdt.G/2020/PA.Tng, hakim menolak penerapan dwangsom
karena objek sengketa berupa uang, sehingga tidak relevan
menurut Pasal 611a ayat (1) Rv. Penolakan ini menghindarkan
tergugat dari beban finansial harian tambahan dan mengarahkan
pelaksanaan putusan melalui mekanisme eksekusi formal.
Sebaliknya, dalam Putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung
Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.Plj, hakim menetapkan dwangsom
sebesar Rp100.000 per hari untuk mendorong pelaksanaan
penyerahan objek kendaraan dan pelunasan kewajiban, dengan
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mempertimbangkan kemampuan ekonomi tergugat. Penetapan ini
memberikan tekanan finansial yang proporsional dan
memperkuat daya paksa putusan.

B. Saran

1. Seharusnya hakim pengadilan agama dapat meningkatkan
konsistensi dalam penerapan dasar hukum dwangsom dengan
secara eksplisit merujuk pada ketentuan formal seperti Pasal 611a
Rv dan yurisprudensi mahkamah agung. Hal ini penting untuk
mencegah anggapan bahwa penetapan dwangsom bersifat
subjektif. Perlu dilakukan evaluasi terhadap keberlakuan Pasal
611a Rv sebagai produk kolonial agar selaras dengan nilai keadilan
modern dan praktik peradilan syariah. Sinkronisasi antara sistem
hukum nasional dan prinsip magashid syariah, seperti keadilan
(‘adl) dan kemaslahatan, juga sangat diperlukan agar penerapan
dwangsom tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar syariah.

2. Hakim diharapkan dapat menetapkan batas maksimal dwangsom
secara jelas dalam amar putusan untuk mencegah akumulasi beban
finansial yang tidak proporsional. Penilaian terhadap kondisi sosial
ekonomi tergugat perlu dilakukan secara objektif agar sanksi yang
dijatuhkan tetap proporsional dan tidak represif. Hakim juga harus
secara tegas membedakan objek gugatan, apakah berupa uang atau
tindakan non-uang. Jika hanya terkait kewajiban membayar uang,
dwangsom sebaiknya ditolak secara konsisten..
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